






Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan public guna teratasinya antrian panjang

bagi pemohon pembuatan dokumen kependudukan maka perlu dilakukan

pelayanan ANANDA BAJU DANSA (pelayANAN diDAtangi BAgi lanJut Usia DAN

diSAbilitas) ;

b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi waktu pelayanan pembuatan dokumen

kependudukan serta kepuasan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu

dibuat Layanan ANANDA BAJU DANSA (pelayANAN diDAtangi BAgi lanJut Usia DAN

diSAbilitas);

PENETAPAN PELAYANAN ANANDA BAJU DANSA (PELAYANAN DIDATANGI BAGI LANJUT USIA DAN DISABILITAS) SEBAGAI INOVASI

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2019

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingka II di Kalimantan

(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Tahun 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5373);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 695);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

2036);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten

Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);

2. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 69 ) ;



IMPLEMENTASI PERATURAN 
PERUNDANG- UNDANGAN BARU



• Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (“UU ITE”) menjelaskan, tanda tangan elektronik adalah suatu informasi elektronik
yang dilekatkan atau diasosiasikan dengan informasi elektronik untuk tujuan verifikasi dan
autentikasi.

• Lebih lanjut diatur bahwa informasi elektronik adalah sekumpulan data elektronik, seperti
tulisan, gambar, rancangan huruf, ataupun simbol, yang diolah dan memiliki arti untuk dapat
dipahami oleh yang mampu memahaminya.1

• Pengaturan pelaksanaan mengenai tanda tangan elektronik diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP
82/2012”)

• Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 52 PP 82/2012, tanda tangan elektronik memiliki 2 fungsi,
yaitu:

1. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan; dan

2. Sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas keautentikan informasi elektronik.



• Dasar : Pasal 14 ayat (1) Permendagri No.109 Tahun 2019 tentang Formulir
dan buku yang digunakan dalam Administrasi kependudukan “Pencetakan
hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi sistem
informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi
sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 12

• “Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan 
Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari : a. bahan
baku : kertas HVS 80 gram; b. ukuran : A4; c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan 
d. warna : putih.



Dasar : 

Pasal 19 Permendagri 104 Tahun 2019 1. Legalisasi dokumen
kependudukan dilakukan oleh Kepala Disdukcapil atau pejabat
yang ditunjuk 2. Legalisasi dokumen pencatatan sipil dilakukan
oleh Pejabat Pencatatan Sipil atau Kepala bidang yang menangani
Pencatatan Sipil 3. Dokumen Kependudukan dengan format digital 
dan sudah ditandatangani secara elektronik dan KTP-el tidak
memerlukan pelayanan legalisir.








